
PROVINSI JAWA BARAT 

BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 6 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERU BAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2015 
TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, 

PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 
Dr KABUPATEN TASIKMALAYA 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

nimbang : a. bahwa Peraturan Bupati TasikmaIaya Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Pedoman PencaIonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan 
Pemberhentian KepaIa Desa, perlu diadakan beberapa 
perubahan sesuai dengan kondisi yang berkembang di 
masyarakat Kabupaten TasikmaIaya; 

Mengingat 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
daIam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan 
Bupati TasikmaIaya ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati TasikmaIaya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman 
PencaIonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan 
Pemberhentian KepaIa Desa di Kabupaten Tasikmalaya; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten daIam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Be rita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten DaIam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 



.' 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5589); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5539)); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 
2006 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2006 Nomor 11); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 24); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 
2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Da.erali Ka.bupa.ten Ta.siktnala.ya. Tahuti 2008 
Nomor 15), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 
Tahun 2012 tenta.ilg Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 8); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 
2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 16); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 
2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 7), 
sebagaimana telah diubah deiigan Perat:utart Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 



Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten 
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupatefi Tasikm.alaya. 
Tahun 2012 Nomor 19); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 
2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 18); 

14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, 
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten 
Tasikmalaya. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN 
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN 
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN 
TASIKMALAYA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, 
Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa di 
Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2015 Nomor 4) diubah sebagai berikut : 
1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal12 

(1) Syarat-syarat pemilih adalah: 
a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara 

pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh 
belas) tahun atau sudah/pemah menikah; 

b. nyata-nyata sedang tidak terganggu jiwa/ 
ifigatafifiya: 

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 
Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan 
hukum tetap; 

d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) 
bulan sebelum disyahkannya daftar pemilih 
semen tara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda 
Penduduk atau surat keterangan penduduk. 

(2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam 
daftar pemilih. 

(3) Hak pilih anggota TNI/Polri dalam pemillhan Kepala 
Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan yang mengatur tentang anggota TNI/Polri. 



2. Ketentuan Pasal 51 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) 
sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 51 

(1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang 
memperoleh suara terbanyak. 

(2) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak 
lebih dari 1 (satu) orang, Calon Terpilih ditetapkan 
berdasarkan sebaran perolehan suara kedusunan yang 
lebih luas. 

(3) Apabila Calon Kepala Desa Terpilih meninggal dunia 
sebelum dilaksanakan pelantikan maka tahapan 
Pemilihan Kepala Desa dibatalkan dan kekosongan 
Kepala Desa diisi oleh Penjabat Kepala Desa selanjutnya 
tahapan pelaksa naan Pemilihan Kepala Desa 
dilaksanakan pada gelombang berikutnya dengan 
tahapan dimulai dari awal. 

Pasal II 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diu ndangkan . 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 25 Januari 2015 

SEKRETARlS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 25 J anuari 2015 

LJ.--~~IKMALAYA, 

UU RUZHANUL ULUM 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR .~ 


